BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian indeks kepuasan wajib pajak daerah BAPENDA dilakukan
dengan menggunakan indikator kepuasan publik (wajib pajak daerah)
sebagai pengguna layanan ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Setelah diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat kemudian dilakukan
analisis yang menghasilkan suatu rekomendasi kepada Badan Pendapatan
Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Tengah untuk perbaikan

pelayanan pajak daerah kepada para wajib pajak.
B. Tahapan Penelitian

1. Persiapan Survei Lapangan
a. Desain studi lapangan. Kegiatan ini berkaitan dengan pembuatan
rancangan pengambilan sampel dan penentuan responden yang
bersifat individu.
b. Perumusan indikator dan penyusunan kuesioner.
c. Penggandaan kuesioner

d. Koordinasi dengan petugas pelayanan

2. Pelaksanaan Survei Lapangan
a. Pengumpulan data sekunder.
b. Melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara dengan

responden.

3. Pengolahan Data Hasil Survei Lapangan
a. Pengolahan manual, yaitu melakukan verifikasi hasil penyebaran

kuesioner kepada pengguna jasa layanan publik.
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. Penginputan data, yaitu melakukan pemasukan data hasil
penyebaran kuesioner kepada pengguna jasa layanan publik ke
dalam data base yang sudah disiapkan sebelumnya.

. Pengujian kuesioner penelitian yaitu pengujian validitas dan
reliabilitas hasil pengisian kuesioner yang telah disebar kepada
responden.

. Pengolahan data, yaitu melakukan pengolahan data yang sudah
disusun dalam database berupa kompilasi, perhitungan
persentase, tabulasi, maupun penyajian secara grafikal (grafik).

. Penghitungan indeks kepuasan masyarakat, membuat perhitungan
indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh dari tiap unsur
pelayanan.

. Analisis hasil perhitungan indeks dengan metode Importace
Performance Analysis (IPA).

. Pembuatan rekomendasi, yaitu rumusan usulan peningkatan
kinerja pelayanan publik terutama bagi unit pelayanan yang masih
lemah aspek kepuasan masyarakatnya.

. Penulisan hasil penelitian dalam hal ini tesis, yaitu menuangkan
hasil pekerjaan, survei lapangan, pengolahan dan analisis data

dalam sebuah laporan penelitian.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dilaksanakan terhadap unit pelayanan pajak daerah

pada Kantor BAPENDA Kabupaten Lampung Tengah dengan sampel

responden para wajib pajak yang menerima pelayanan pajak daerah

pada unit pelayanan pajak daerah BAPENDA Kabupaten Lampung

Tengah. Kegiatan ini dilakukan di BAPENDA Kabupaten Lampung Tengah

yang beralamat di Jalan Hi. Muchtar Gunung Sugih, Kecamatan Gunung

Sugih, Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan motode :
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1. Studi Pustaka, dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data
terpercaya yang berasal dari BAPENDA maupun dari instansi
terkait serta jurnal penelitian.

2. Observasi, dilaksanakan untuk memperoleh informasi dan fakta
primer/langsung mengenai kondisi fisik daerah sebagai lokus yang
diamati secara langsung.

3. Survei, dilaksanakan dengan menyebar kuesioner dalam
rangka memperoleh gambaran pokok dan responden mengenai
anggapan dan ekspektasi mengenai aspek pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh unit yang diteliti.

4. Wawancara dengan petugas pelayanan publik dilakukan untuk
memperoleh informasi mengenai kondisi dan ekspektasi tentang

pelayanan publik yang diberikan.

E. Populasi dan Sampel

Dalam melaksanakan pelayanan pajak daerah, BAPENDA Kabupaten
Lampung Tengah melayani wajib pajak daerah pada satu unit pelayanan,
dengan populasi sebesar 1.533 wajib pajak daerah, yang terdiri atas wajib
pajak PBB-P2, pajak BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak mineral bukan logam dan
batuan (minerba), pajak parkir, serta pajak hiburan.

Dalam kajian Indeks Kepuasan Masyarakat ini, obyek yang dinilai
adalah unit yang memberikan jasa pelayanan publik. Masyarakat
pengguna jasa pelayanan publik yang menjadi responden merupakan
panelis yang memberikan penilaian terhadap kinerja unit pelayanan.
Skor kepuasan yang dihasilkan lebih dipengaruhi oleh kualitas pelayanan
yang diberikan oleh unit pelayanan dibandingkan pada individu responden
yang terpilih. Dengan demikian skor yang diberikan oleh responden tidak
terlalu bervariasi, kecuali jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh
suatu unit pelayanan bervariasi (pilih kasih). Oleh sebab itu penelitian ini

tidak terlalu mensyaratkan teknik pengambilan sampel secara ketat. Hal
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ini berbeda dengan kegiatan survei ekonomi masyarakat, yang
memposisikan masyarakat sebagai obyek yang dikaji (Anonim, 2015).

Kuesioner pada penelitian ini disebarkan kepada 140 orang
responden / wajib pajak daerah di Kabupaten Lampung Tengah
berdasarkan perhitungan ukuran sampel dengan rumus Slovin, dengan
populasi sebesar 1.533 wajib pajak dengan margin of error sebesar 10%,
dengan rumus sebagai berikut :

N
n= >
1+ Ne

Dimana : n = ukuran sampel
N = Jumlah populasi
e = Margin of error

Pada pengukuran indeks kepuasan masyarakat, data populasi
berupa skala ordinal 1 sampai 4. Dengan menganggap skala 3 dan 4
puas, sedangkan 1 dan 2 tidak puas, maka konsep binom tersebut

dapat diterapkan.

F. Variabel dan Definisi Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam kajian IKM ini adalah Harapan
(ekspektasi) dan Penilaian (Persepsi) masyarakat atas kualitas
pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik. Variabel-variabel
tersebut diberi batasan dengan spesifikasi aktivitas yang diperlukan agar

dapat dilakukan pengukuran.

Penelitian indeks kepuasan wajib pajak ini menggunakan
operasionalisasi kepuasan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 sebagai berikut :
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Tabel 2. Operasionalisasi Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan
Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Konsep

Variabel

Indikator

Skala

Kepuasan

Masyarakat

1. Harapan

wajib pajak

2. Kenyataan
yang dihadapi
wajib pajak

Persyaratan pelayanan.

Relevansi persyaratan teknis
dan adsministratif yang
dibutuhkan dengan jenis
pelayanan yang diminta

Ordinal

Sistem, Mekanisme, Prosedur.

Tingkat kemudahan dan
kesederhanaan dari sisi
mekanisme/alur pelayanan

Ordinal

Waktu Penyelesaian

Target dan tingkat kecepatan
petugas dalam menyelesaikan
tugas yang dijalankan

Ordinal

Kedisiplinan Petugas

Tingkat kesesuaian antara biaya
pelayanan yang tertera di
pengurnuman dengan kenyataan
yang ada

Ordinal

Produk spesifikasi jenis
pelayanan.

Hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan

Ordinal

Kompetensi Pelaksana

Tingkat keahlian, Ketrampilan, dan
kemampuan petugas dalam
memahami tugas dan memberikan
Pelayanan

Ordinal

Perilaku pelaksana

Penampilan diri, raut wajah,
bahasa tubuh, dan tutur kata
petugas dalam memberikan
petayanan

Ordinal
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Penanganan Pengaduan, saran
dan masukan.

Pelaksanaan penanganan Ordinal
pengaduan, saran dan masukan
Sarana dan prasarana
Tingkat kenyamanan ruang
Ordinal

pelayanan serta sarana prasarana

pelayanan

Indikator-indikator tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam butir-
butir pernyataan dalam kuisioner dengan modifikasi, yaitu tanpa unsur

biaya, dan diganti dengan unsur kedisiplinan petugas.

G. Teknik Analisis Data
1. Perhitugan IKM dan IHM

Hasil pengumpulan data penilaian dari kuesioner pada unit

pelayanan pajak BAPENDA :

Nomor Responden | Responden Ul U2 U3 Dst... U9
1
2
3

Dari masing-masing unsur dihitung nilai skor rata-rata dari semua
responden sebagai bahan penghitungan IKM. Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur
pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9
unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:
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Jumlah
Bobot nilai rata - rata Bobot 1
, = = = 0.111
tertimbang Jumlah 9
Unsur

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Persepsi

per Unsur Nilai
IKM = X _
Total Unsur yang Penimbang
Terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 -
100 maka hasil penilalan tersebut di atas dikonversikan dengan nilai
dasar 25, sehingga masing-masing hasil nilai pada tiap unsur

kemudian dikalikan 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM Unit Pelaksana n X 25

Untuk pelayanan yang bersifat jasa menggunakan dimensi dan
konsep servqual (service quality). Setiap dimensi diterjemahkan ke
dalam indikator- indikator dengan tetap memasukkan unsur
pelayanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Nergara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 sebagai
indikator ditambah indikator- indikator lain yang relevan dengan unit

pelayanan yang dinilai.

Hasil pengumpulan data penilaian yang dilakukan melalui survei
kepada para wajib pajak pada unit pelayanan yang bersifat jasa disajikan

dalam lembar kerja.
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Kinerja

tiap unit

pelayanan

menurut

persepsi

masyarakat

pengguna jasa pelayanan publik diklasifikasikan menurut Peraturan
MenPAN RB nomor 14 Tahun 2017. seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.  Nilai persepsi, interval IKM, interval Konversi IKM, mutu
pelayanan, dan kinerja unit pelayanan
Nilai _ Mutu Kinerja Unit
Persepsi Nilai Interval Nilai Int_erval Pelayanan Pelayanan
Konversi IKM

1 1,00 — 2,5996| 25.00 - 64.99 D Tidak Baik
2 2,60 — 3,064 | 65.00 - 76.60 C Kurang Baik

3 3,064 — 3,532| 76.61 - 88.30 B Baik
4 3,56324 — 4,00| 88.31-100.0 A Sangat Baik

2. Analisis Gap

Berry, Zeithaml, dan Parasuraman dalam Suharto (2014) mengatakan
bahwa kualitas jasa yang diharapkan (expected service) dan kualitas
jasa yang dirasakan ( perceived service) memiliki dimensi yang sama
yang
berbagai

terdiri dari sepuluh dimensi. Kemudian setelah dilakukan

pengujian, Berry et al. mengkristalkan kesepuluh dimensi

kualitas jasa tersebut menjadi lima dimensi utama yang dikenal

dengan dimensi servqual ( service quality).

Penggunaan konsep servqual (service quality) menggunakan

yang
dari setiap vaniabel tersebut

variabel-variabel dari konsep tersebut terdiri dari harapan

dan kenyataan. Operasionalisasi
adalah melalui 5 (lima) dimensi Servqual. Teknik summated- ratting
digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap jawaban responden
yang dioperasionalisasikan pada kelima dimensi dari tiap variabel

yakni variabel " Harapan" dan " Kenyataan". Tahap selanjutnya ialah
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mengurangi nilai varibel "kenyataan" dengan "harapan" yang
hasilnya adalah skor kesenjangan atau gap. Operasionalisasi
konsep tersebut akan diturunkan dalam instrumen kuesioner. Selisih
antara nilai harapan indikator dengan kenyataannya merupakan gap
indikator, selisih antara nilai harapan suatu dirnensi dengan nilai
kenyataannya merupakan gap dimensi, dan selisih antara nilai IKM
harapan dengan nilai kenyataannya merupakan gap IKM (Anonim,
2015).

3. Analisis Kesesuaian Tingkat Harapan dan Kenyataan

(Importance- Performance Analysis)

Dalam penentuan  urutan prioritas  faktor- faktor  yang
mempengaruhi peningkatan kepuasan wajib pajak dilakukan analisis
kesesuaian tingkat harapan dan kenyataan dengan menggunakan
diagram Kkartesius (Importance Performance Analysis/IPA). Martilla
dan James dalam Repi et al. (2014) menyatakan bahwa pendekatan IPA
digunakan untuk mengidentifikasi kepuasan sebagai fungsi dari
seberapa penting sebuah produk atau jasa bagi konsumen dan
kinerja bisnis dalam penyediaan jasa atau produk. Diagram Kkartesius
merupakan suatu bangun yang dibagi empat bagian yang dibatasi
oleh dua buah garis lurus yang berpotongan tegak Ilurus pada
titik koordinat (X, Y ), dimana X adalah rata-rata dari rata- rata skor
tingkat pelaksanaan (kenyataan) seluruh faktor, sedangkan Y adalah
rata- rata dari rata- rata skor tingkat kepentingan (harapan) seluruh
faktor yang mempengaruhi kepuasan wajib pajak ( Anonim, 2015).

Dimana N = jumlah responden

K = jumlah butir pernyataan
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Importance

High
Y| Prioritas Utama | Pertahankan Prestasi
A B
7
C D
Low Prioritas Rendah Berlebihan High
: _

X
Performance

Gambar 1. Diagram Kartesius (IPA)

Keterangan :

A. Menunjukkan faktor pelayanan yang dianggap penting oleh wajib
pajak dalam mempengaruhi kepuasan wajib pajak, tetapi unit
pelayanan belum melaksanakannya sesuai dengan Kkeinginan
wajib pajak, sehingga faktor pelayanan ini harus menjadi prioritas
bagi unit pelayanan untuk ditingkatkan pelayanannya.

B. Menunjukkan faktor pelayanan yang dianggap penting oleh wajib
pajak dan unit pelayanan telah berhasil melaksanakannya dengan
baik. Oleh karena itu wajib dipertahankan.

C. Menunjukkan faktor pelayanan yang dianggap kurang penting bagi
wajib pajak dan unit pelayanan telah melaksanakan biasa- biasa
saja. Jadi faktor pelayanan perlu dilaksanakan tapi dengan
prioritas rendabh.

D. Menunjukkan butir pelayanan yang dianggap tidak penting oleh
wajib pajak tetapi kinerja unit pelayanan sangat memuaskan,

sehingga berlebihan.
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